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BAB VI 

PENUTUP 

1. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, disimpulkan bahwa 

kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Desa Mainai Kecamatan 

Wolomeze Kabupaten Ngada berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh 

adanya upaya dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan yang mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat. Beberapa poin yang diukur pada kinerja pelayan yakni: 

a. Kecepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Pemerintah Desa Mainai dalam hal memeberikan layanan publik selalu 

berdasrkan UU dan atau standar operasional prosedur. Adanya kerjasama yang 

kondusif antara internal Desa Mainai, instansi-instansi terkait (Dusun dan RT), 

dan masyarakat sebagai penerima layanan. Akses yang mempermudah 

pelayanan terhadap masyarakat juga ditopang dari adanya sinkronisasi waktu 

baik di Pemerintah desa maupun di RT yang dapat diakses dengan mudah agar 

tepat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sistem pelayanan yang sangat 

cepat, adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, RT selaku perpanjangan 

tangan dari pemerintah Desa dan petugas pemberi layanan dalam sistem 

pelayanan pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte 

Kematian. 

b. Ketepatan jam masuk dan keluar kantor 

Ketepatan jam masuk dan keluar di kantor Desa Mainai selalu dijalankan sesuai 

dengan Standar Operasionalisasi Prosedur (SOP) yang berlaku. Akan tetapi 
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kedisiplinan pegawai harus lebih diperhatikan dengan SOP yang telah ditetapkan 

yang menyebapkan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan 

oleh Pemerintah Desa Mainai. 

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Tersedianya fasilitas atau peralatan yang tersedia menunjang lancarnya suatu 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemerintah Desa Mainai dalam menjalankan 

tugas pengolahan data, pelaporan, pencatatan dan berbagai tugas lainya 

seharusnya mneggunakan fasilitas yang sudah memadai untuk membantu proses 

pelaksanaan pelayanan. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat disarankan: 

a. Bagi Pemerintah Desa Mainai 

 Tetap membangun kerjasama yang baik dengan Dusun maupun RT agar 

proses pelayanan administrasi bisa berjalan efektif. 

 Tetap menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agara seluruh 

proses pelayanan administrasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat selaku pemohon. 

 Upaya untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai, yaitu perlu 

kedisipilinan waktu masuk kantor dan para pegawai juga harus lebih 

memfokuskan diri pada pekerjaan yang sedang dikerjakan sehinga tidak 

adanya kesalahan pada saat bekerja. 

 Terus mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar 

dapat memperlancar seluruh proses pelayanan. Dalam menciptakan 
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pelayanan yang optimal perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang 

lengkap yaitu perlu ditambahnya fasilitas-fasilitas pendukung atau alat 

bantu dalam pelayanan seperti Computer, alat printer, dan mesin pendingin 

ruangan sehingga pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa 

membuat masyarakat menunggu terlalu lama dan merasa panas ketika 

mengantri didalam. 

b. Bagi Masyarakat Desa Mainai 

 Terus mendukung program kerja Pemerintah Desa Mainai agar seluruh 

proses pelayanan yang dilakukan benar-benar berjalan sesuai dengan 

target pelayanan yang baik. 

 Harus mematuhi setiap prosedur pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Desa Mainai agar tetap selaras dan terhindar dari misinformasi 

yang dapat menghabat proses penerbitan dokumen administrasi. 
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